
WALI KOTA BANJARBARU
PROVINSI KALIMANTAN SEI.,ATAN

PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU
NOMOR 2 TAHUN 2O2O

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BEI,ANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2OL9

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJARBARU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketenhran dalam Pasal 320
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan
Daerah, Kepala Daerah menyampaikan rancangan Peraturan
Daerah tentang Pertanggungiawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah dengan dilampiri laporan keuangan yang telah
diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan pating lambat 6
(enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir, sehingga perlu
menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungiawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2Ol9;

Mengingat : L. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tatrun 1945;

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbam (kmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3
Nomor 47, Tatnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 42861;

Undang-Undang Nomor I Tahun 2OO4 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OA4 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor a355);

2.

3.

+.



5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor
66, Tambahan Irmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor a4OO);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OL4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubatran Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 56Ol);

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2OOT tentang Laporan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah,
Laporan Keterangan Pertanggungiawaban Kepala Daerah
kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan
Pemerintatr Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a693);

Peraturan Pemerintah Nomor 7L Tahun 2O1O tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (kmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OlO Nomor 123, Tambahan
Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor L2 Tahun 2Afi tentang
Penyelenggaraan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan
Daerah (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun ZOLT
Nomor 73, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6Oa1);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2A06
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 20ll
tentang Perubahan Kedua Atas Perattrran Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
20ll Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun ZALT
tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang Pertanggungiawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peratrrran
Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungiawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Nomor aSO);
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Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 13 Tahun 2O1S
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2Ot9 (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun
2018 Nomor 13);

Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 1O Tahun 2Al9
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran zOLg (Lembaran Daerah Kota
Banjarbaru Tahun 2Ot9 Nomor 1O);

Dengan Persehrjuan Bersama

DEWAN PERWAKII.AN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARBARU

dan

WALI KOTA BANJARBARU

MEMUTUSI(AN :

MeNetapKan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019.

t2.

13.

(1)
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Pasal 1

Pertanggungiawaban pelaksanaan APBD berupa
Keuangan memuat :

a. I"aporan Realisasi Anggaran;
b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran kbih;
c. Neraca;
d. Laporan Operasional;
e. Laporan Arus Kas;
f. Laporan Perubahan Ekuitas;
g. Catatan Atas l.a"poran Keuangan,
Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada
dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar
Keuangan Badan Usaha Milik Daerah / Perusahaan

laporan

ayat (1)
laporan

Daerah.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal
t huruf a Tahun Anggaran 2Al9 sebagai berikut:

a. Pendapatan
b. Belanja
c. Transfer

Surplus/Defisit
d. PembiayaEul

- Penerimaan
- Pengeluaran

Pembiayaan Netto

1. 148. t24.668.843,48
1.197.531 .997.4A7,67

1.O84.382.600,0O
Rp {50.491.711.164,19}

L82.725.t7 L,425,t8
28.674.190.608,0O
Rp 154.O5O.98O.817,18

Rp
Rp
Rp

Rp
Rp



Pasal 3

Uraian la.poran realisasi anggaran sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 sebagai berikut:
1. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlatt

Rp (23.39 L.797 .143,481 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran Pendapatan Rp L.L24.732.871.70O,OO
setelah perubahan

b. Realisasi Rp L.t+8.12+.668.843,48
Selisih lebih / (kurang) Rp (23.391-797.L43,481

2. Selisih Anggaran dengan realisasi belanja sejumlah
Rp 99.8O3.297 .887,33 dengan rincian sebagai berikut:
a. Anggaran Belanja Rp 1.297.335.295.295,00

setelah perubahan
b. Realisasi Rp 1.197.531 .997.407 ,67
Selisih lebih/ (kurang) Rp 99.803.297.887,33

3. Selisih Anggaran dengan realisasi transfer sejumlah
Rp 21t.6L7.4OO,OO dengan rincian sebagai berikut:
a. Anggaran Transfer Rp 1.296.000.000,00

setelah perubahan
b. Realisasi Rp 1.084.382.600,00
Selisih lebih/(kurang) Rp 211.617.400,00

4. Selisih Anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah
Rp( 1 23.a 06.7 L2.43O,8 U dengan rincian seba gai berilmt:
a.. Surplus/defisit setelah Rp (173.898.423.595,00)

perubaharr
b. Realisasi Rp (50.491.7tt.164,19)
Selisih lebih / (kurang) Rp t23.4O6.712.43O,81

5. Selisih Anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan
sejumlah Rp 19.733.033.169,82 dengan rincian sebagai
berikut:
a. Anggaran penerimaan Rp 202.458.204.595,00

pembiayaan setelah
penrbahan

b. Realisasi Rp 182.725.LTL.425,L8
Selisih lebih / (kurang) Rp 19.733.033.L69,82

6. Selisih Anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan
sejumlah Rp 114.409.608,00 dengan rincian sebagai berikut:
a. Anggaran pengeluaran Rp 28.559.781.0OO,OO

pembiayaan setelah
perubahan

b. Realisasi Rp 28.674.190.608,00
Selisih lebih / (lmrang) Rp LL4.4O9.6O8,OO



7. Selisih Anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah
Rp 1 9. 847 .442.7 77,82 dengan rincian sebagai berikut:
a. Anggaran Pembiayaan Rp L73.898.423.595,0O

Neto setelah
perubahan

b. Realisasi Rp 154.050.980.817,18
Selisih lebih / (kurang) Rp 19.847.442.777,82

Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal I huruf c
per 31 Desember Tahun 2Al9 sebagai berikut :

a. Jumlah Aset Rp 2.950.314.439.744,51
b. Jumlah Kewajiban Rp 81.073.709.324,81
c. Jumlah Ekuitas Dana Rp 2.869.240.730.419,70

Pasal 5

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal t huruf e
untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember
Tahun 2OL9 sebagai berilmt :

a. Saldo Kas awal Rp L69.774.974.59O,L8
per 1 Januari 2Ol9

b. Arus Kas dari Aktivitas Operasi Rp 310.336.26L.213,26
c. Arus Itus dari Aktivitas Investasi Rp (389.502.162.985,45)

Aset Non Keuangan
d. Arus Kas dari Aktivitas Rp L2.942.56O.40O,00

Pembiayaan
e. Arus Kas dari Aktivitas Rp 7.636.435,00

Non Anggaran
f. Saldo Kas Akhir Rp 103.559.269.652,99

per 31 Desember 2OL9

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1

ayat {1} huruf d unhrk tahun yang berakhir sampai dengan
31 Desember Tahun 2Ol9 sebagai berikut :
a. Kegiatan Operasional

Pendapatan Rp 1.292.633.704.707,42
Beban Rp L.O92.599.537.684,12
Surplus/Defisit Rp 200.034.167.023,30
Operasional

b. Kegiatan Non Operasional
Surplus Non Operasional Rp 2.228.891.989,48
Defisit Non Operasional Rp 3.911.986.855,85
Surplus Defisit Non Rp (1.683.094.866,371
Operasional
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Kejadian Luar Biasa
Pendapatan Luar Biasa
Beban Luar Biasa
Surplus/ Delisit Kejadian
Luar Biasa

Laporan Perubahan
dimaksud dalam Pasal
2Ol9 sebagai berikut :

a. Saldo Kas Awal per
20L9

b. Saldo Anggaran L€bih Akhir
Per 31 Desember 2O19

a. Ekuitas Awal
b. Surplus/Defisit

Koreksi Ekuitas
Ekuitas Akhir

0,00
347.558.757,OO

(347.558 .757 ,AOl

Pasal 7

Saldo Anggaran L€bih sebagaimana
1 ayat (1) huruf b per 3L DesemberTahun

1 Januari Rp 169.774.974.590,18

Rp 103.559.269.652,99

Rp
Rp
Rp

Pasal 8

Laporan Penrbahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal
1 ayat (1) huruf f per 31 Desember Tahun 2Ot8 sebagai berilmt :

c.
d.

Rp 2.583.637.185.978,11
Rp 198.OO3.513.399,93
Rp 87.600.031.O41,66
Rp 2.869.240.730.4 L9,7O

Pasal 9

Laporan Realisasi Anggaran
Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran
menurut urusan Pemerintahan Daerah
dan Organisasi;

Rincian I"aporan Realisasi Anggaran
menurut Umsan Pemerintahan Daerah,
Organisasi, Pendapatan, Belanja dan
Pembiayaan;
Rekapitulasi realisasi anggaran bela4ja
daerah menunrt urusan Pemerintahan
Daer:ah, organisasi, program dan
kegiatan;

Catatan Atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam
pasal t huruf g Tahun Anggaran 2Ot9 memuat informasi baik
secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan
keuangan.

Pasal 1O

Pertanggungiawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam lampiran yang
mempakan bagian tidak terpisahkan dari Perattrran Daerah ini
terdiri dari :

a. I"ampiran I
Lampiran I.1

Lampiran 1.2

Lampiran I.3



c. Kejadian Luar Biasa
Pendapatan Luar Biasa
Beban Luar Biasa
Surplus/ Defi sit Kej adian
Luar Biasa

Laporan Perubahan
dimaksud dalam Pasal
2Ol9 sebagai berikut :

a. Saldo Kas Awal per
20L9

b. Saldo Anggaran L€bih Akhir
Per 31 Desember 2Ol9

Ekuitas Awal
Surplus/Delisit
Koreksi Ekuitas
Ekuitas Akhir

O,OO

347.558.757,OO
(347.558 .757 ,AOl

Pasal 7

Saldo Anggaran Irbih sebegaimana
1 ayat (1) huruf b per 31 DesemberTahun

L Januari Rp t69.774.974.590,18

Rp 103.559.269.652,99

Rp
Rp
Rp

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal
1 ayat (1) hurrf f per 31 Desember Tahun 2018 sebagai berikut :

a.
b.
c.
d.

Rp 2.583.637.185.978,1 I
Rp 198.OO3.513.399,93
Rp 87.600.031.O41,66
Rp 2.869.24O.73O.4t9,7O

Pasal 9

: [.aporan Realisasi Anggaran
: Ringkasan l.aporan Realisasi Anggaran

menurut urusan Pemerintahan Daerah
dan Organisasi;

: Rincian Laporan Realisasi Anggaran
menurut Unrsan Pemerintahan Daerah,
Organisasi, Pendapatan, Belanja dan
Pembiayaan;

: Rekapitulasi realisasi anggaran belaqia
daerah menurut urusan Pemerintahan
Daerah, organisasi, program dan
kegiatan;

Catatan Atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam
pasal I huruf g Tahun Anggaran 2OL9 memuat informasi baik
secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan
keuangan.

Pasal 1O

Pertanggungiawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam lampiran yang
merupakan baglan tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini
terdiri dari :

a. Lampiran I
Lampiran I.1

L,ampiran 1.2

Lampiran I.3



b.
c.
d.
e.
f.
ob'
h.
i.

Lampiran 1.4

Lampiran II
Lampiran III
Lampiran IV
L,ampiran V
Lampiran VI
Lampiran VII
Lampiran MII
Lampiran IX

j. Lampiran X

k. Lampiran XI
1. I^ampiran XII

m. Lampiran XIII
n. Lampiran XIV

:Rekapitulasi realisasi anggaran belanja
daerah unhrk keselarasan dan
keterpaduan urusan Pemerintahan
Daerah dan fungsi dalam kerangka
pengelolaan keuangan negara.
I"aporan Perubahan Sddo Anggaran Lebih;
Laporan Operasional;
Laporan Perubahan Ekuitas;
Neraca;
l.aporan Arus Kas;
Catatan atas Laporan Keuangan;
Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;

Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang
Tidak Tertagih;
Daftar Rekapihrlasi Dana Bergulir dan
Penyisihan Dana Bergulir;

: Daftar Penyertaan Modal (investasi) Daerah;
Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan
dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;

: Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;
: Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam

Pekerjaan;
Daftar Rekapihrlasi Aset I"ainnya;
Daftar Dana Cadangan Daerah;
Daftar Kewajiban Jangka Pendek;
Daftar Kewajiban Jangka Panjarg;
Daftar Kegiatan-kegiatan yang belum
diselesaikan sampai akhir tahun dan
dianggarkan kembali dalam tahun
€urggarErn berikutnya;

: Ikhtisar [,aporan Keuangan Badan Usatra
Milik Daerah / Perusahaan Daerah.

Pasal 11

lanjut mengenai Penjabaran

o.
p.
q.
r.
S.

Lampiran XV
I"ampiran XVI
Lampiran XVII
Lampiran XVIII
Lampiran XIX

t. Lampiran )O(

Ketentuan lebih
Pertanggungiawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2OL9 diatur dalam
Peraturan WaIi Kota.



Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Kota Banjarbaru.

Diundangkan di Banj arbaru
pada tanggal 1 septenber 2A2O

SEKRETARIS DAERAH,

N*'
I

SAID ABDULLAH
I
\

LEMBAtrRAN DAERAH KoTA BANJARBARU TAHUN 2o2oNoMoR 2
\\

NOMOR RPGISTRASI PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU,
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN ( I - 59 I 2O2O )

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggall Septenbev 2O2O

WAKILJMALI KOTA BANJARBARU,

DARMAWAN JAYA SETIAWAN


